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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Setelah paparan penelitian dan analisis yang dilakukan tentang tradisi 

marangin sebagai mediasi berbasis adat: kajian hukum kearga islam di Kabupaten 

Mandailing Natal dapat ditarik kesimpulan yang merujuk pada tiga pertanyaan 

penelitian sebelumnya. 

1. Proses mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga pada masyarakat 

Mandailing Natal yang pertama dimulai dengan pelaporan oleh keluarga atau 

kahanggi kepada hatobangon. Kedua hatobangon melakukan pemanggilan para 

pihak yang bersengketa untuk bertemu di tempat yang sudah disepakati dalam 

suasana akrab dan tidak menekan, sehingga mendorong keterbukaan dan peluang 

berdamai. Ketiga mediasi dilanjutkan dengan pemberian nasihat dan bimbingan 

oleh mediator dan tokoh adat agar para pihak mampu menahan emosi, menyadari 

kesalahan dan memahami sudut pandang masing-masing. Keempat,  jika konflik 

tergolong serius, diterapkan marangin atau pisah rumah sementara disertai 

perjanjian lisan atau tertulis yang memuat sanksi adat (alang batang) sebagai 

pengendali agar konflik tidak terulang. Kelima, setelah kesepakatan tercapai, 

mediator dan masyarakat tetap melakukan pemantauan dan bimbingan lanjutan 

untuk menjaga keharmonisan. Mediasi marangin dinilai lebih efektif 

dibandingkan penyelesaian formal di pengadilan karena lebih sederhana, murah, 

cepat dan sesuai dengan nilai adat setempat, sehingga tidak hanya menyelesaikan 

konflik tetapi juga memperkuat hubungan keluarga, solidaritas sosial dan 

ketertiban masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. 

2. Mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga pada masyarakat Mandailing 

Natal merupakan kearifan lokal yang mengandung nilai sosial, adat dan budaya,



180 
 

 
 

agama, moral emosional serta kekeluargaan yang saling terintegrasi. Pertama, 

mediasi adat berfungsi sebagai mekanisme preventif dan solutif dalam 

menangani konflik rumah tangga dengan menekankan kepedulian sosial, 

tanggung jawab kolektif, musyawarah dan pengendalian emosi serta melibatkan 

lingkungan sosial, keluarga, tokoh adat dan tokoh agama. Kedua, secara adat dan 

budaya, mediasi adat mencerminkan nilai kebersamaan, solidaritas dan 

penghormatan terhadap tatanan sosial Mandailing. Ketiga, dari sisi agama tradisi 

ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan kesabaran, nasihat, introspeksi 

dan upaya mencegah perceraian. Keempat, nilai moral dan emosional tampak 

melalui dorongan untuk refleksi diri, empati, kehati-hatian dalam mengambil 

keputusan serta tanggung jawab terhadap pasangan dan anak, sedangkan kelima, 

nilai kekeluargaan tercermin dalam keterlibatan keluarga besar dan masyarakat 

sebagai satu kesatuan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Mediasi adat 

bukan sekadar praktik adat, melainkan institusi sosial-religius yang berperan 

penting dalam memperkuat ketahanan keluarga, menjaga kehormatan dan 

stabilitas sosial serta melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Mandailing Natal. 

3. Mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Mandailing Natal pada 

dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya melalui mekanisme 

sulh (perdamaian), wasath (mediasi) dan tahkim (arbitrase) yang menekankan 

upaya rekonsiliasi, keadilan, keseimbangan dan ketertiban keluarga. Mediasi adat 

yang dilaksanakan secara berjenjang melalui musyawarah keluarga, kahanggi 

dan tokoh adat seperti Hatobangon berfungsi sebagai bentuk negosiasi kultural 

yang restoratif dan persuasif, dengan orientasi pada pemulihan hubungan rumah 

tangga dan pencegahan dampak sosial yang lebih luas, bukan pada penentuan 

pihak yang benar atau salah. Dalam konflik yang telah mencapai tingkat serius, 

seperti nusyuz dan syiqaq, keterlibatan tokoh adat sebagai penengah nonformal 

mencerminkan peran hakam sebagaimana dikenal dalam fikih dan diakomodasi 

dalam hukum positif, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal yang 

mengikat.  
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Namun demikian, praktik mediasi adat juga memiliki keterbatasan, terutama 

terkait potensi bias struktural akibat relasi kekerabatan dan kekuasaan sosial, 

kerentanan ketidakadilan terhadap pihak yang lebih lemah serta ketiadaan 

mekanisme pemantauan pasca kesepakatan, sehingga berisiko menimbulkan 

konflik berulang. Oleh karena itu, secara normatif mediasi adat patut diposisikan 

sebagai mekanisme awal yang humanis, efektif dan kontekstual dalam 

penyelesaian konflik keluarga, sementara litigasi (al-qada) melalui Pengadilan 

Agama tetap diperlukan sebagai alternatif terakhir untuk menjamin kepastian dan 

keadilan hukum apabila perdamaian tidak dapat dicapai. Mediasi adat dapat 

dipahami sebagai bentuk living law yang mengoperasionalkan nilai-nilai hukum 

Islam dan hukum positif dalam konteks sosial adat, sekaligus berfungsi efektif 

sebagai instrumen pemeliharaan keharmonisan rumah tangga dan stabilitas 

sosial. 

5.2. Implikasi 

1. Secara teoritis, mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga dapat 

memperkaya pengembangan teori Hukum Islam dan sosiologi hukum dengan 

menegaskan bahwa kearifan lokal (living law) dapat berfungsi secara substantif 

selaras dengan konsep penyelesaian sengketa dalam fikih, seperti sulh, tahkim, 

nusyuz, syiqaq dan asas-asas mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa norma adat 

tidak berada di luar sistem hukum Islam, melainkan menjadi sarana kontekstual 

untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip fikih keluarga secara aplikatif dalam 

kehidupan masyarakat. 

2. Secara normatif yuridis, praktik mediasi adat dalam penyelesaian konflik 

keluarga memiliki kesesuaian nilai dan tujuan dengan hukum Islam serta hukum 

positif Indonesia, khususnya dalam kerangka penyelesaian konflik rumah tangga 

sebelum menempuh jalur litigasi di peradilan agama. Mediasi adat dapat 

dipahami sebagai mekanisme pra-litigasi yang legitim secara sosial dan moral, 

karena mengedepankan islah, musyawarah dan mediasi, serta menempatkan 
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perceraian sebagai alternatif terakhir setelah seluruh upaya perdamaian 

dilakukan. 

3. Secara praktis, mediasi adat berfungsi sebagai model penyelesaian konflik rumah 

tangga yang berjenjang, partisipatif dan berbiaya ringan, dengan melibatkan 

keluarga dan tokoh adat sebagai mediator. Mekanisme ini efektif dalam meredam 

eskalasi konflik, menjaga ketahanan keluarga, melindungi kepentingan anak serta 

memperkuat keharmonisan dan stabilitas sosial masyarakat Mandailing Natal. 

Hal ini menegaskan bahwa mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga 

tidak hanya relevan secara adat, tetapi juga adaptif dan fungsional dalam konteks 

penyelesaian konflik keluarga kontemporer. 

5.3. Rekomendasi 

1. Bagi pemerintah dan lembaga peradilan agama disarankan membuka ruang 

pengakuan dan penguatan terhadap mekanisme penyelesaian konflik rumah 

tangga berbasis adat sebagai bentuk mediasi pra-litigasi. Sinergi antara hakim, 

mediator pengadilan, tokoh adat dan tokoh agama perlu didorong melalui pola 

rujukan atau koordinasi yang bersifat non-formal, sehingga upaya perdamaian 

dapat dimaksimalkan sebelum perkara berlanjut ke proses litigasi. 

2. Tokoh adat khususnya hatobangon dan struktur Dalihan Natolu, bersama tokoh 

agama diharapkan terus menjaga substansi mediasi adat agar tetap berorientasi 

pada islah, keadilan dan kemaslahatan keluarga. Diperlukan upaya penguatan 

kapasitas tokoh adat dalam keterampilan mediasi, komunikasi persuasif dan 

pemahaman dasar hukum Islam serta hukum keluarga nasional agar proses 

pendampingan konflik rumah tangga berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap 

dinamika sosial kontemporer. 

3. Penelitian ini merekomendasikan agar kajian lanjutan mengkaji mediasi adat 

dalam penyelesaian konflik keluarga dari perspektif yang lebih komparatif dan 

empiris, misalnya dengan membandingkannya dengan mekanisme adat di daerah 

lain atau meneliti efektivitasnya terhadap pencegahan perceraian dalam jangka 

panjang. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, 
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antropologi hukum dan psikologi keluarga juga penting untuk memperdalam 

pemahaman mengenai peran kearifan lokal dalam menjaga ketahanan keluarga 

5.4. Keterbatasan Studi 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam 

menafsirkan hasil kajian. Terkait dengan ruang lingkup penelitian terbatas pada 

masyarakat Mandailing Natal, sehingga temuan mengenai mediasi adat dalam 

penyelesaian konflik keluarga belum dapat digeneralisasikan secara luas ke 

komunitas adat lain yang memiliki karakter sosial dan budaya berbeda. Data 

penelitian sebagian besar bersumber dari wawancara tokoh adat, sehingga sangat 

bergantung pada pengalaman subjektif dan ingatan informan yang berpotensi 

memunculkan bias persepsi. Selanjutnya penelitian ini lebih menekankan analisis 

normatif dan fungsional terhadap kesesuaian mediasi adat dalam penyelesaian konflik 

keluarga dengan teori Hukum Islam, hukum positif dan asas mediasi, tanpa didukung 

data kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan marangin dalam menekan perceraian. 

Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih memerlukan penguatan melalui studi 

lanjutan yang bersifat komparatif dan empiris dengan cakupan wilayah dan metode 

yang lebih luas. 
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